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BUPA'TI BATANG HARI,

it. brhu'a selrLrbunsan dengan telah diterbitkanrrr a

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 25 Tahun
2006 tentang Penrbahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nonror 32 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik, maka perlu dilakukan perubahan beberapa
ketentuan dalanr Peraturan Bupati Batang Hari
Nomor 2 J'ahLrn 2006 tentang Pedontan Pengajuan.
Penr erahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Kei,rarigan kcpada Partai Politik ;

b. bahu'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu
nrenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan
Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik.
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lVlengirrgat .l Undang-U*dang Nonror l2 Tahun 1956 tentang
Pembentuka* Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-
Uadang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Ti*g*cat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Ti*gkat ll Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Repuhlik Indexesia Tahun 1965 Nonror 50) :

U*dang-U:rdang Nornor 3l Taliun 2002 tentang
Pert&i Polir;k {Lenrbaran Negara Republik lndonesia
Tahuxr 20S2 Nomor i 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik lrrdonesia Nomor 4251) :

Urdaerg-U*dang Nornor l2 Tahun 2003 tentang
Pesni$iharr Usnum Anggota Dewan Perrvakilan
Rakyat. De',van Perrvakilarr Daerah dan Dewan
Pswakilan R.akyat Daerah (Lenibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310 i ;

U*dang-Undang Nomor 22 Tal'tun 2003 tentang
Susuraan d*n Kedudukan Majelis Dewan Perwakilan
Rakyat. krnan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A$ Nomor 92.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 43i0) ;

U*dang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4J, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256)
;

Uadang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan
I-eml,raran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
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7. Lrirtlang-Llndang Nomor l0 Tahun ?004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undanqan
(Lembaran Negara Republik lndonesia -l'ahun 

2004
Nornor 53. Tamtralran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonror 4389):

Lirrdalrg-Undang Nc'mor i2 "I-ahun 2004 tentang
I'emerintahan Daerah (Lerlbaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125. l-ambahan
1.,;rnLraran Negara RepLrblik lndonesi:r Nornor -1-1 r7)
.rirar:airnana telah diubah deugiin !)crattrran
l)er:rerintali Pe nggailti l:11i6pg-l:ntlairg Norli.x l
i'ahLrn 2l)tJ-i tentans []eruiraiian atas Undarrg-tind;irrg
l\onror i2 I'ahLrn 200-1 lcntang Perncrintaitan Diir:";rlr

i[-enrbaran Negara Republik lndonesia 
.]'ahun 

lt;t.i5
Nonror i8, 'l-arnbahart Lembararr Negara Repubiik
Irrdtrnesia Nomor .1493) l*ang telalr ditetapkan
dengan Undang-Undarrg Nonror 8 Talrun 2005
([-enrbaran Negara Republik lndonesia -fahun 

2005
Ncimor 108, Tambahan l.embaran Nesara Repubiik
lrrdonesia Nomor 4548) :

tjndang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang
Perirnbangan Keuangan antara Penrerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
l-ahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438) :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentan_q

Bautuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 n'omor 62,
Tanrbahan Lernbaran Negara Republik Iudonesia
Nomor 4513);

I l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9.
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12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun
2005 tentang Pedoman Perrgajuan, Penyeralran dan
Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2006:

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah :

14. Peraturau Daerah (2$upaten Batang Hari Nornor l5
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2005 Nomor l5) :

15. Peratr.rran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5

Talrun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lernbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Nfenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANC PE,RUBAHAN
A'|AS PE,RATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR
2 TAHLIN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN.
PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2006
teiltang Pedoman Pengajuan, Penyeralran dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik. diubah sebagai berikut :

I " Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal8
(l) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten

Batang Hari disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten
Batang Hari kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya
paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
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(2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )
setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jambi dan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

2. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. menrerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batans
Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 20 Maret 2007

BUPATI BATANG HARI.

dto

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 20 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

SALIM JUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHLIN 2OO7 NOMOR 9
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KOP SURAT PARTAI POLITIK

I,APORAN PENCGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLII'IK
TA}IUN ANGGARAN

Kegiatan Administrasi dani'atau Sekretariat
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Muara Bulialt. ......

Kepada

Yth. BUPATI BATANG HAR.I

di-
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PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANCGAL

BATANC I"I.'1RI

: 9 ]'AltUN:007
: 20 Maret 2007
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BENDAHARA,

\

Telah diaudit Badm Pemerilsa Kewgan

(

KETUA.

Muara Bulian

Kh-lF.RAN(lANJt,tMl-AH tiAruG
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